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~ Rekanan yang
masuk daftar
hitam, maka
perusahaan

~ tersebut tidak
bisa mengambil
pekerjaan selama
- dua tahun.”

BANGLI, NusaBali

Dinas Pekerjaan Umum
(PU) Bangli black list salah
satu rekanan di tahun 2018.
Rekanan ini selama dua ta-
hun tidak bisa mengambil
pekerjaan di Dinas PU Bangli.
Sebelum diblack list, rekanan
ini sudah diberikan kesempa-
tan menyelesaikan pekerjaan
sesuai kontrak. Namun tak

beralamat di Jalan Angsoka
Nomor 2 LC Uma Lemek, Sema-
vapura. Dalam menjatuhkan
sanksi black list, Inspektorat
hanya sebatas memberikan
rekomendasi dan pelaksana di
pengguna anggaran yakni Dinas
PU. Dikatakan, Inspektorat tidak
asal black list. Tetap mempelaja-
 ri tahapan seperti memberikan
teguran, baik teguran pertama

. Dijelaskan, rekanan yang
mengambil kegiatan fisik un-
tuk jaringan irigasi di Desa
Yangapi, Kecamatan Tembuku

mutusan kontrak, pengguna
anggaran sudah memberi-
kan kesempatan pada pihak
rekanan untuk menyelesaikan
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 disanksi black list yakni rekanan

covinst Bali

© DOK/NUSABAL!

| Ketut Riang

juga mampu menyelesaikan
kewajibannya.

Inspektur Bangli, 1 Ketut -
Riang, mengatakan pada tahun
2018 ada satu rekanan harus

pekerjaannya,” ungkap Ketut
Riang. Hanya saja rekanan
tidak melakukannya sehingga
pengerjaan kegiatan fisik seni-
lai Rp 417 juta belum tuntas,”
bebernya.

Ketut Riang menambahkan,

bagi rekanan yang masuk daf-
tar hitam, maka perusahaan
tersebut tidak bisa mengambil
pekerjaan selama dua tahun.

dan kedua serta memberikan “Sanksi black list dilaporkan ke
ruang bagi rekanan menuntas- Lembaga Kebijakan Pengadaan
kan pekerjaan. Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

Kepala LKPP mengumumkan
penetapan black list melalaui
portal pengadaan nasional,”
terang Ketut Riang. Jika banyak

tidak mampu menuntaskan rekananyang kena sanksi black
pekerjaan hingga batas waktu list menunjukkan ke'giatﬁh’ atau
sesuai kontrak. “Sebelum pe- programtidaksukse_s,kemudian

hal tersebut merugikan pemer-
intah, lantaran apa yang sudah
dirancang tidak berjalan sesuai
harapan. & es
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Tender II Proyek:

ovinst Bali

skalator

b

Pasar Gagal

. NUSABALVDEWA.MRMAWAN A

Pasar Semarapura; Klungkung akan dlbangun berkansep pasar modern

SEMARAPURA, NusaBali
Tender tahap II proyek

matis) di Blok A Pasar Semarapura,
Klungkung, kembali mengalami
kegagalan. Pengumuman tender
tahap II dilaksanakan 9 - 16 Janu-
ari 2019. Dari 18 rekanan yang
mendaftar, hanya satu rekanan
mengajukan penawaran. ‘ -
“Namun satu rekanan ini tidak
memenuhi persyaratan tender,”
ujar Kepala Bagian Administrasi
Pengadaan Barang dan Jasa, Setda
Klungkung, Anak Agung Gede

mis (31/1). Kata dia, dokumen
‘penawaran tersebut masih dikirim
dinas terkait. Dinas tersebut akan
menginfokan kepada Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Pemkab Klung-
kung, selanjutnya dllakukan proses
tender lagi.

Mengenai- mmmmya rekaann
yang mengajukan penawaran

mengaku belum tahu penyebab

_pangadaan eskalator (tangga oto-

Lesmana, kepada NusaBali, Ka-

untuk ikut tender, Agus Lesmana

Ppastinya. Proyek pengadaan eska-
- lator ini dianggarkan-Rp 1,5 miliar
dengan harga perkiraan sendiri

{(HPS) Rp 1.499.313.299. Nilai ini -

satu paket dengan pemasangan
. CCTV (closed circuit television)
atau televisi pengintai dan sound
? stem. Tender tahap I dilakukan
8-31 Desember 2018, tapi gagal.

~ Karena dari tujuh rekanan yang

mendaftar, tidak ada yang menga-
jukan penawaran.

 Agus Lesmana menambahkan,
nihilnya rekanan yang mengajukan

penawaran ini diperkirakan karena .

rekanan penyedia eskalator inilebih
banyak mengambil proyek swasta.
Rekanan ini kebanyakan ada di luar
Bali, khususnya Jawa. Sedangkan
jumlah rekanan bidang eskalator di
‘Bali musﬂ!%ngatmmm hanya ada
satu rekanan. “Kami akan melaku-

kan analisis, apabila tidak ada rekan- -

an yang menga]ukan penawaran
pada tahap kedua ini,” ujarnya.

Perpres 16 Tahun 2018 tentang

Kata Agus Lesmana, sesuai.

Peraturan Pengadaan Barang
- Dan Jasa Pemerintah, masih bisa
- dilakukan peng&nunan tender
proyek ini hingga Juni-Juli 2019.

Hanya pembangunan Blok A Pasar

Semarapura berdesain modern ini

ditarget rampung saat moment

HUT Kota Semarapura, HUT Pupu-

- tan Klungkung, dan Festival Sema-
rapura, 28 April 2019. “Setelah
ada penawaran itu pun kembali
berproses selama sebulan, baru
bisa pengerjaan proyek dengan
batas waktu 180 hari,” katanya.-

Sebagaimana diketahui, Pasar

Semarapura Blok A dibangun

kembali dengan APBD Klungkung

tahun 2018 sekitar Rp 11 miliar
sudah kelar Desember 2018. Ke-
pala Dinas Koperasi, UMKM dan

Perdagangan Klungkung Wayan

Ardiasa mengatakan Blok A Pasar

Semarapura akan disulap menjadi

pasar tradisional berkonsep pasar

modern. Dengan menjual produk

UMKM, seperti hasil kera]inan

rumah tangga @1 wan
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Dipidana Kasus Korupsi,
~ Staf Bakeuda Dipecat

- S At e i A DA D A A e

Tab’amanvGBalifPogt) T3 yrencd e ' B flaraas 1.3t

I Ketut Suryana telah resmi diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN. Pemberhen-
tian itu menyusul telah inkracht-nya keputusan hukum atas yang bersangkutan. Suryana .
telah divonis hakim atas kasus korupsi. i | t2 M-

. Kepala BKPSDM Tabanan I 2019. Sesuai mekanisme, ASN - perumahan,” terangnya, Jumat
Wayan Sugatra ‘menerangkan, yang terlibat kasus korupsi ha- (1/2) kemarin. # Exs
Suryanasebelumnya merupakan  rus sudah diberhentikan di akhir Menurut Sugatra, tim pen-
staf Badan Keuangan Daerah bulan pada saat keputusan itu - egakan disiplin PNS sudah
(nge,uda);ysang’-bertugasdiUPTu dikeluarkan. r ~ melakukan langkah menyam-
PBB-P2dan BPHTB Kecamatan “Secara otomatis pembayaran paikan telaah kepada pimpinan
Kermmbiisan dan Selemadeg gajidiputus sesuai ketentuan PP daerah. Telaahan ini sebagai
Timur. Dia resmi diberhentikan Nomor 11 tahun 2017 tentang bahan pertimbangan untuk
sebagai ASN pada 31 Januari Manajemen PNS. Pensiun juga. mengambil keputusan sesuai
lalu, karena kepﬁ:‘;u’sﬂninkmcht tidak dapat. Hanya dapat ta’bu‘n—-,.;;‘gea_'aturan;perundang-undan- .
dikeluarkan pada 17 Januari gan hari tua serta tabungan gan berlaku seperti UU No. 5

“Tahun 2014 tentang ‘ASN, PP
No. 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen PNS dan SKB tiga
menteri (Menteri Dalam Neg-
“eri, Men-PAN RB dan Kepala

Lebih lanjut Sugatra

' mehekankan, agar ke depan -

_ASN jangan gegabah dalam
melaksanakan tugas. Sebab,

_status mereka melekat 24 jam.

- “Apalagi dalam undang-undan
sudah tegas diatur, sedikit saja
terlibat tipikor, saat ada. kepu;.

_tusan inkracht akan dipecat,
tegasnya. (kmb28) .

..........
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| - Awasi Distribusi Bihsins/i2 %250 b 2u/09 |
Polres Bentuk Tim Pendampingan

; 3 : n'
PENGAWASAN BANSOS - Jajaran Polres Jembrana melaksanakan rapat koordinasi
dengan Plt. Kadis Sosial Pemkab Jembrana akan melakukan pendampingan dalam
pengawasan penyaluran bansos (bantuan sosial). ¢ - : ;i

Tim pendistribusian ban- update data masyarakat tersebut diberikan bansos
sos yang sudah dibentuk di setiap tiga bulan. Itu untyk yang didasarkan pada ke-
masing-masing kecamatan menentukan masih layak mampuan/perekonomian ma-
akan mengecek dan meng- atau tidaknya masyarakat syarakat tersebut. (kmb) -
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gara mPoat)-
ial (bansos) disalahgunakan
untuk kepentingan politik,
membuat distribusinya ha-
rus benar-benar diawasi.
Mulai dari penetapan pi-
hak yang berhak meneri-
ma hingga penyalurannya
agar tepat sasaran. Untuk
melakukan penga asan
tersebut, 3a; {

pendampingan.

Demikian terungk&psqdf
Kapolres Jembrana yang
wakilki Kabag Sumda Polres
Jembrana Kompol I Made
Prihenjagat yang didam-
pingi Kasat Binmas Polres
Jembrana AKP Dewa Gede

melaksanakan rapat
koordinasi dengan Plt. Kadis
Sosial Koemala Dewi beserta
instansi terkait di Kantor
Dinas Sosial Pemkab Jem-
brana, Kamis (31/1) si

Kompol Made Pnhenja»
gat mengatakah pembentu-
kan tim pendampingan ini
muncul berawal dari adanya
MoU antara Kementerian
Sosial dengan Kapolri. Di
mana Polri diminta untuk
mengawal bansos tersebut
agar tepat sasaran sesuai

»W& «

res
Jembrana akan méPh ?tlk;!h -

‘pemer’ata&n ¢ 1a8ya;
 bantuan sos- s

ram,

serta sesuai dengan data
real d: lapangan. J. angan
sampai masyarakat mi
yang seharusnya b

ndapatkan bansos m:
Mapﬁ , begitupur

merata dan tepat s

misu]g ;nagaqg ta-
‘hun politik, seh ‘harus
lebih selekt ]elas mpol
Made Prihenj jagat.

Plt. Kadis Sosml Koemala
Dewi mengatakan pendxs-
tribusian bansos ini akan
‘dilaksanakan di setiap keca-
matan yakni Kecamatan Pe-
kutatan, Kecamatan Men-
doyo, Kecamatan Jembrana,
Kecamatan Negara, dan
Kecamatan Melaya.
yang akan diberikan beru-
pa uang tunai yang akan
didistribusikan dengan cara

“mentransfer saldo ke reken-

ing ATM masyarakat yang
sudah tercantum/terdaftar

‘namanya di daftar statis-

tik yang layak menenma
bansos.

BPK RI Perwaldl.n Provinsi Bali

nsos
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l Terkait Korupsi Dana Kantor Desa
Celukan Bawang

- Segera Tunjuk Plt

SINGARAJA, TRIBUN BALI -
Muhammad Ashari terancam
diberhentikan sementara
dari jabatannya sebagai
Perbekel Celukan Bawang
lantaran menyandang status
tersangka atas dugaan kasus
tindak pidana korupsi. Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
Desa (PMD) disebut-sebut
telah mengirimkan surat
kepada Bupati Buleleng
perihal kajian pemberhentian
sementara itu.

Kepala Dinas PMD
Buleleng Made Subur,
dikonfirmasi Jumat (1/2)
mengatakan, pihaknya me-
mang telah menerima surat
penegasan status hukum
Ashari dari penyi_dlk Kejak-
saan Negeri Bul dengan
nomor surat B-176/P.1.11/
Fd.1/01/2019 tanggal 21
Januari 2019. Pihak peny-
idik menyebutkan Ashari
telah ditetapkan sebagai ter-
sangka dalam tindak pidana
korupsi penyalahgunaan
dana ganti rugi gedung kan-
tor Desa Celukan Bawang
tahun 2014.

Atas surat penegasan

‘status hukum tersebut, Di-

nas PMD Buleleng melaku-
kan penelaahan. Selama
melakukan kajian itu, kata
Subur, timnya berpegang

~ pada UU No. 6 Tahun 2014

“FOTO: RATU AYU ASTRI DESIANI

MADE SUBUR

tentang Desa, PP No. 43

- Tahun 2014 tentang per-

aturan pelaksanaan, UU No.
6 tentang Desa dan telah
diubah dengan PP No. 47
Tahun 2015. Termasuk pula
berdasar pada Permendagri
No. 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pember-
hentian Kepala Desa, dan
Perda No. 10 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pemilihan
Pelantikan dan Pengangka-
tan Perbekel.

Khusus Pasal 32 ayat (1)
Perda No. 10 Tahun 2006
mengatur bahwa perbekel
yang berstatus hukum
sebagai tersangka dalam
tindak pidana korupsi, ter-
orisme, maker, dan tindak
pidana terhadap keaman-

B Kepala Dinas PMD Minta Bupatl

an negara diberhentikan
sementara dari jabatannya.
Di samping itu, imbuh

Subur, pihaknya telah men-

gusulkan kepada bupati
untuk menunjuk pelaksana
tugas (plt) Perbekel Celukan
Bawang. “Surat kajian itu
sudah kami serahkan kepada
Bupati per Rabu (30/1) ke-
marin. Saat ini kami tinggal
menunggu petunjuk dari bu-

pati saja. Kami memberikan -

dasar -pertimbangan sesuai

dengan ketentuan yang ber-

laku. Kami usulkan sekdes
untuk melaksanakan tugas
sampai masa jabatan per-

bekel habis.. Ya secepatnya

mekanisme dan proses harus
kami lakukan,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati
Buleleng Putu Agus Surad-
nyana mengaku belum men-
gambil keputusan terhadap
Ashari karena masih disi-
bukkan dengan tugas dinas
sehingga belum mempelajari

hasil telaah staf yang dikirim

Kepala Dinas PMD Made
Subur tersebut.

Meski demikian, pria yang
akrab disapa PAS ini men-
gatakan, kasus hukum yang
menjerat Ashari harus ber-
jalan sesuai mekanisme den-

gan benar. “Jujur saya belum

baca, sebentar akan dibaca,”
ujarnya singkat. (rtu)
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Suryana Diberhenf'-i'lﬁ(aulhi'

dengan Tidak Hormat

TABANAN, TRIBUN BALI
- I Ketut Suryana yang se-
belumnya tersandung ka-
sus korupsi Pajak BPHTB
resmi diberhentikan dengan
tidak hormat oleh Pemkab
Tabanan sejak 31 Januari.
Pemberhentian ini menga-
cu pada keputusan inkrah
yang memvonis Suryana
penjara 1 tahun 8 bulan.
Kepala' Badan Ke-
pegawaian dan Pengemban-
gan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) Tabanan, I
Wayan Sugatra menjelas-
kan, Suryana diberhentikan

secara tidak hormat sejak .

keputusan inkrah pada
18 Januari 2019. Dalam
Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 11 Tahun 2017 ten-
tang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (PNS), disinggung
tentang pemberhentian PNS
Jadi, kriteria PNS
diberhentikan tidak dengan

hormat apabila melakukan

penyelewengan terhadap

MRS, 63 @ e

yang

Jadi, kriteria PNS
yang diberhenti-

kan tidak dengan

hormat apabila
melakukan pe-
nyelewengan.

| Wayan Sugatra

Kepala BKPSDM Tabanan

Pancasila dan Undang-Un-
dang Dasar Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 1945.
Seperti salah-satu conto-
hnya adalah telah dipidana
dengan pidana penjara atau

- kurungan berdasarkan pu-

Sugatra menyebutkan
keputusan yang sudah
inkrah memvonis mantan
PNS di Badan Keuangan
Daerah (Bakeuda) Tabanan
divonis dengan hukuman
1 tahun 8 bulan sejak 18
Januari 2019 lalu. Setelah
diberhentikan tidak dengan
hormat, Suryana praktis tak
mendapatkan pensiunan,
melainkan hanya mendapat
Tunjangan Hari Tua sesuai
dengan masa kerja.

“Jadi yang bersangkutan
hanya mendapat THT saja
sesuai dengan masa ker-
janya. Selain itu tidak mem-
peroleh apalagi,” tandasnya.

I Ketut Suryana meru-
pakan oknum PNS di Badan
Keuangan Daerah Taba-
nan yang tersandung kasus
korupsi pajak Bea Per-
olehan Hak atas Tanah dan

- Kajari Enggan Berkomentar

KAJARI Buleleng, Wahyudi, saat dihubungi me-
lalui saluran telepon selulernya, enggan berko-
mentar terkait kelanjutan proses hukum Asha-
ri. “Waduh teknisnya coba ke Kasi Pidsus saja

ya,” ucapnya.

Kasi Pidsus Kerjari Buleleng, Wayan Genip
pun saat hendak dikonfirmasi tidak meng-
angkat telepon wartawan Tribun Bali.

Seperti diketahui, Ashari terbukti meneri-
ma uang sebesar Rp 1.2 miliar dari PT Gener-
al Energy Bali (GEP) PLTU Celukan Bawang pada
2014 silam. Uang itu diberikan sebagai bentuk:
tukar guling lahan kantor Desa Celukan Bawang
yang dulu berlokasi di Banjar Dinas Pundukan.
Lahan kantor desa itu terkena relokasi pemba-
ngunan PLTU Celukan Bawang.

" Berdasarkan hasil penyelidikan, dana Rp 1.2
Miliar itu justru masuk ke rekening pribadi mi-

lik Ashari, bukan ke rekening milik pemerin-
tah Desa Celukan Bawang. Selanjutnya, kan-.
tor Desa pun berpindah tempat dan dibangun di
Banjar Dinas Celukan Bawang dengan anggar-
an sebesar Rp1 Miliar. Pengerjaannya dilaku-
kan oleh CV Hikmah Lagas tanpa melalui proses
tender alias ditunjuk secara pribadi oleh MA.
“Dana itu idealnya kan masuk ke kas desa.
Ternyata masuk ke rekening pribadi MA.
Pelaksana ditunjuk dengan nilai Rp 1 Miliar.
Tersisa lagi Rp 200 juta yang katanya digu-
nakan untuk kegiatan lain, yang sampai saat
ini belum bisa dibuktikan. Katanya Rp 200
juta itu dipakai untuk beli pintu dan lain se-

“bagainya, tapi bukti pembelian barang itu ti- *

dak ada,” beber Kasi Pidsus Kejari Buleleng,
Wayan Genip saat ditemui di ruang kerjanya
Rabu (16/1). (rtu) :
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Meski pengerjaan elah selesa1
namun hingga kini Kebun Raya Ja-

gatnata belum di-launching secara
resmi. Tetapi baru sebulan berjalan
pascaselesal, beberapa bagian kebun
raya itu:sudah mengalamx keru-
sakan. Dari pengamatan Minggu

men jembatan kayu yang rusak, satu
dari dua pintu gerbang di bagian
depan berbentuk bundar dari kayu
juga sudah tak berfungsi. Padahal
pintu berukir yang mencirikan khas
KR Jagatnata itu baru dlpasang
beberapa bulan yang lalu.

Dari pengamatan sebelumnya, se-
jak selesai dibangun Desember lalu,
KR Jagatnata masih steril dari kun-
jungan masyarakat. Baik 'di pintu
masuk depan maupun samping, se-
- benarnya belum boleh warga masuk
_kecuali kepentingan sembahyang ke

. ‘warga bisa leluasa masuk baik seka-
" dar untuk berfoto maupun melihat
kondisi taman yang te}ah ditata.
Pembangunan KR Jagatnata ini
melalui beberapa tahap. Terakhir
tahun 2018 lalu, proyek senilai Rp
10.232.942.000 bersumber dari
., APBN Kementerian Pekerjaan

(3/2) kemarin, selain bagian orna- -

i Pura Jagatnata. Tetapi belakangan _'

Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) Satuan Kerja (Satker) Pe-
nataan Bangunan dan Lingkungan
Prov1n31 Bali. SeJumlah obJek yang

erwadit

- wantilan d

in Provinsi Bali

i
(1N

o

Bl Podilmm
PINTU RUSAK - Pintu gerbang KR Jagatnata berbahan kayu me-
ngalami kerusakan aehmgga tidak bisa dlbuka-tutup. :

d1kerjakan, di antaranya wantilan,
akses jalan dan pembersihan areal
Kebun Raya hingga pemasangan
relief berbahan batu lahar mengel-

ilingi Pura Jagatnata. Termasuk
penataan di bagian depan, yakni
pintu gerbang berbahan kayu.
Selain pengerjaan yang bersum-
ber dari APBN, juga ada tamba-
han pekerjaan yang bersumber dari
APBD. Di antaranya pengadaan
instalasi listrik senilai Rp 471 juta
oleh PT Cahaya Bintang Electrical.
Dari informasi Satker beberapa
waktu lalu, setelah pengerjaan se-
lesai, rekanan juga masih memiliki
tanggungan masa pemeliharaan
selama enam bulan. Termasuk
bila ada bagian yang rusak, masih
menjadi tanggungan pihak rekanam
Proyek ini sejatinya juga sempat
mengalami keterlambatan dari ba-.
tas waktu yang ditentukan, yakni

. pertengahan Oktober. Namun pada

pertengahan Desember lalu, be-.
berapa titik yang belum dxker]akan
akhirnya bisa rampung sepertl
an relief.

Sementara itu, Kepala Du‘ms
Lingkungah Hidup (LH) Jembrana I-
-Ketut Karyadi Erawan dikonfirmasi-
wartawan mengatakan, hingga saat
ini, pengerjaan yang sudah rampung
itu masih di bawah Satker dan belum-
‘diserahkan ke Pemkab Jembrana

~ selaku pengguna. (kmb26)
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Retribusi Pas l
lltarget Rp3,: M

PE E“N'Io”ad gd luréhén Lolo h-Tlrhur. Kécarﬁafah/ké upaten
Jembrana, Minggu (3/2). Pasar ini belum ikut menyumbangkan PAD

HtHl 1

ke Pemkab Jembrana. |

Diskoperindag
telah mengajukan
revisi Perda
Jembrana Nomor
- 31 Tahun 2011
tentang Retribusi
~ Jasa Umum.
Namun revisi
perda tersebut
belum mendapat

persetujuan dari

DPRD.

NEGARA, NusaBali '
Pascadiserahkannya penge-

lolaan pasar dari Perusahaan

Daerah (Perusda) Jembrana
kepada Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan (Koperin-

dag) Jembrana mulai 2018 lalu,
pendapatan asli daerah (PAD)
dari sektor retribusi pasar be-
lum memenuhi harapan. Dari
target retribusi pasar sebesar
Rp 3,5 miliar pada tahun 2018,
baru dapat terealisasi sebesar
Rp 1,6 miliar atau sekitar 45
persen.

Kepala Dinas Koperindag
Jembrana Made Gede Bud-

hiarta, mengatakan dalam

mengawali pengelolaan pasar

mulai 2018, memang ditemui
sejumlah kendala. Pengelolaan
pasar membutuhkan proses,
terutama pembenahan ter-
hadap berbagai aspek seperti
sumber daya manusia (SDM),
tata kelola, termasuk regulasi.

“Banyak persoalan yang
kami hadapi sejak mulai pe-
nyerahan itu, seperti perilaku
dan budaya kerja. Waktu pera-
lihan pengelolaan pasar, kami

‘juga menerima limpahan 63

pegawai dari Perusda,” kata

Budhiarta, Minggu (3/2).
Menurutnya, dalam men-

gelola retribusi pasar, ada hal
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mendasar yéng membedakan

pengelolaan antara Perusda

dengan dinas. Jika Perusda,
yang menjadi fokus adalah

_profit oriented. Sementara

ketika dikelola langsung dinas,
ada kewajiban meningkatkan
pelayanan masyarakat, baik
untuk pedagang maupun pem-
beli, yang nantinya bermuara
terhadap peningkatan PAD.
Untuk meningkatkan pelayan-
an terhadap masyarakat, telah
dilakukan revitalisasi pasar.
“Dari 10 pasar yang kami ke-

~lola, 9 sudah direvitalisasi.

Hanya Pasar Umum Negara
yang belum,” imbuhnya. '

Kemudian dari sisi tata
kelola pasar, kata Budhiarta,

‘'sampai saat ini belum ter-

bentuk unit pelaksana teknis
(UPT). Terkait UPT yang akan

: bertanggung]awab terhadap

pengelolaan pasar, dan nanti-

‘nya membawahi para kepala

pasar, diharapkan sudah bisa

- terbentuk tahun 2019 ini.

Pembentukan UPT itu dinilai
penting menyangkut PAD dari
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NEGARA - Duaoknum Satpol
PP yang terlibat pungutan liar
akhirnya dinonjobkan dan
dipindahtugaskan. I Komang
Putra Astika, selain tidak diberi
jabatan dipindahtugaskan
menjadi staf di perpustakaan
daerah dan I Nyoman
Darmada masih di Satpol PP
Jembrana, tetapi sebagai staf
seksi Kebakaran. _
_Bupati Jembrana I Putu Artha

~menegaskan, hasil kajian

Dua Oknum Pol PP

dari inspektorat Jembrana

sudah memastikan bahwa dua
oknum tersebut melakukan
pelanggaran administrasi.
Sehingga, pembina PNS

~mengeluarkan sanksi

administrasi sesuai dengan *
aturan yang berlaku. Yakni
nonjob dan dipindahtugaskan.
Menurut bupati, dua
oknum tersebut beruntung
kasusnya diserahkan pada

Vpemenntah daerah. Pasalnya,

Akhlrnya Dlplndah

pelanggarah masuk kategori
barat, jika ditindaklanjuti
aparat penegak hukum sudah
pasti akan diberhentikan
sebagal'

ranah Tipikor. "Karena ini
diserahkan pada penikab,
maka pelanggaran hanya

_admlmstraSI dengan saksi

sesuai aturan di nonjobkan

NS karena -
pelanggarannya masuk

e

M. BASIR/RADAR BALI

] HUKUMAN Bupati Jembrana (tengah) didamping Sekda Jembrana | Made Sudiada (kanan) dan Kasatpol PP

Jembrana | Gusti Ngurah Rai Budhi (kiri) saat memberikan keterangan pada media.

tidak lagl menjabat,” tegasnya.
Namun sanksi untuk
kedua oknum tersebut

" berbeda, I Komang Putra
~ Astika yang sebelumnya
-menjadi Kasubag Umum

dan Kepegawaian
Satpol PP Jembrana,
dipindahtugaskan ke Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Jembrana. “Ditugaskan ke
perpustakaan, untuk belajar

~membaca kembali atuza

yang ada, ]adl biar leblh
disiplin,” ujarnya.
Sedangkan I Nyoman
Darmada yang sebelumnya
sebagai staf Bidang Penegakan
Perundang Undangan
Daerah Satpol PP Jembrana,
dipindahkan seksi kebakaran
bidang pe:lﬂndungan
masyarakat yang juga di Satpol
PP Jembrana. “Karena tidak
menjabat, tetap sebagai staf

Bupati mengingatkan
Kasatpol PP Jembrana I Gusti
Ngurah Rai Budhi untuk
melakukan pembinaan
pada anggotanya. Karena
apabila kembali terulang
untuk keempat kalinya,
oknum Satpol PP tertangkap
pungli maka sanksi akan
dinaikkan. “Paling tidak
atasannya kena juga, karena

dinilai tidak memberikan.

_ dandipindahkan,” ungkapnya. perhatian pada Stﬂ‘,‘,y?f,
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‘Selain Oramen, Pintu Gerbang Kayu pun Rusak

Pengerjaan KR Jagatnata Masih Masa Pemeliharaan

# ‘: k=

Edisi  : Sebsa, 3 Wbruari 2017
Hal. I o




